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NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, .
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
- TANGGAL 11 JUNI SAMPAI DENGAN .17 JUNI 2007 '
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 389/KM.1/2007 tanggal 11 Juni 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, -

Menlmbang
a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dah Pajak-Penjualan atas
Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas
pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan
.~ Pajak Pertambahan Nilal. Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
~ atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang
diterima atau dlperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu
dinilai ke dalam uang rupiah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
- dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuvangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea
Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak
Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 Juni sampal dengan
17 Juni 2007.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal iB-.

318 dst. ) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '

3985) (BN No. 6506 hal, 1B-78 dst.},

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (BN No. 3996 hal. 1B-
13B)tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara RI Tahun 1983
Nomer 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nemor 3264)

. sehagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomar
18 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3986) (BN No. 6510 hal.
1B-12B),

3. Undang-undang Nomar 10 Tahun 1995 (BN No. 5806 hal. 58-
198) tentang Kepabeanan {Lembaran Negara RI Tahun 1995

~ Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612},

4, Undang- undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (BN No.
5807 hal, 7B-178) (Lembaran Negara RT Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613);

5, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (BN No.
6801 hal. 58-12B) tertang Pélimpahan Wewenang Kepada
Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan
Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat atau

- Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

'

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERf KEUANGAN TENTANG NILAT KURS SEBAGAI

" DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG

DAN JASA DAN PAJAX PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK
EKSPOR, DAN PAJAK!PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL
11 JUNI SAMPAI DENGAN 17 JUNI 2007.
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Pasal 1
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk
Ea_ngkgal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2007, ditetapkan sebagai
erikut: : :

1. Rp 8.881,60 Untukdolar Amerika Serikat (USD} 1,
2. Rp 7463 21 dolar Australia (AUD) 1,-
3. Rp 837460 . " dolar Canada (CAD) o i,-
4, Rp 1.610,09 . kroner Denmark (DKK) 1,-
5. Rp 1.137,16 " dolar Hongkong (HKD} 1,-
6. Rp 2.596,35 * ringgit Malaysia (MYR) 1,-
7. Rp 6.675,06 “ dolar Selandia Baru (NZD) 1,-
8. Rp 148294 * kroner Norwegia (NOK) 1,-
9. Rp17.656,27 " * poundsterling Inggris (GBP) 1,-
10. Rp 5.795,12 ¥ dolar Singapura (SGD) 1,-
11. Rp 1.285,90 * kroner Swedia (SEK) -
12. Rp 7.263,69 " franc Swiss (CHF) i,-
13. Rp 7.312,01 = *. vyen Jepang (JPY) 100,~
14. Rp 1.372,23 " kyat Burma (BUK) 1,-
15. Rp 220,06 " rupee India (INR) 1,-
16. Rp30. 827 12 *  dinar Kuwait (KWD) 1,-
17. Rp 146 24 " rupee Pakistan (PKR) 1,
18. Rp 193,17 " peso Philipina (PHP) . 1,-
19. Rp '2.367,99 *  rlyal Saudi Arabia (SAR} 1,-
20. Rp 80,16 " rupee Sri Lanka (EKR) 1i,-
21. Rp 271,09 * - baht Thailand (THB) 1,-
22. Rp 5.794,55 *  dolar Brunei Darussalam (BND) 1,-
23. Rp11.970,09 *  EURO (EUR) 1,-
24. Rp 1.161,68 * yuan China (CNY) 1,-
25.-Rp 9,57 " won Korea (KRW) 1,-
~Pasal 2

Dafam hal kurs valuta asing lainnya t|dak tercantum dalam
Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah
kufs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional

- terhadap dolar Amerika Serikat yang beriaku pada penutupan hari kerja

sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
sebagalmana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal -3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
11 Juni 2007..

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan
pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia. '

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2007
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
< ttd.
MULYA P. NASUTION
NIP. 060046519 °




PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAL
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN
DAN ATAU SURAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAIL '
UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL,

- PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
~ (Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-SS/BC/ZOQ?-tanggaI 31 Mei 2007)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL,

" Menimbang: ‘ .

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran
pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, perlu menetapkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
tentang Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Kantor
Pelayanan Bea dan Cukai untuk dan atas nama Menteri
Keuangan untuk Menandatangani Keputusan dan atau Surat
. 'Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk
Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil
Alkohol, Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat
Penyimpanan; ' ‘

Mengingat: :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 (BN No. 5801 hal.
3B-178 dsf) tentang Cukai (LN RI Tahun 1995 No. 76,
TLN RI No, 3613); - :

2. Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 1997 (BN No. 5968
hal, 17B-19B) tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
“(LN RI Tahun 4131, TLN RI No. 3669); '

3. Keputusan Menteri Keuangan No. 133/KMK.01/2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan ’

antor Pelayanan Bea dan Cukai; .

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 32/KMK.01/2007
tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dirjen Bea dan
Cukai Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri
Keuangan; ‘

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.04/2007 (BN

No. 7518 hal. 11B-148) tentang Nomor Pokok :

Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik
dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;

6. Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2007
tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk
Pengusaha Pabrik Etil Alkoho! dan Pengusaha Tempat
Penyimpanan.

‘ Memp'erhatikan:
* Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006'tentang Paket
Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi (BN No. 7333 hal. 1B-98),

: MEMUTUSKAN :

Menetapkan: : :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA-KANTOR.
PELAYANAN BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA
MENTERI KEUANGAN UNTUK MENANDATANGANI
KEPUTUSAN DAN ATAU SURAT DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAT UNTUK
PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, PENGUSAHA PABRIK ETIL
ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN.
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Pasal 1

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diberikan
kewenangan untuk menandatangani Keputusan atas nama
Menteri Keuangan dan atau surat dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman
Mengandung Etii Alkohol, serta Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha
Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam lampiran
keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

: Pasal 2 :
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai

herlaku sejak tanggal ditetapkan.

-Agar setiap orang mengetahuinya/memerintahkan
pengumuman Keputusan Dirjen Bea dan Cukai ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007
DIREKTUR JENDERAL,

' ttd.
ANWAR SUPRIIADI
NIP. 120050332

LAMPIRAN I:

PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAT
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAL

NO. KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

1 | pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman
Mengandung Etil Alkohol. :

2 §Ppemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etit Alkohol dan Pengusaha
Tempat Penyimpanan. '

3 | Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman
Mengandung Etil Alkohol. :

4 | PencabutanNomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
{(NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Bl Alkeohol dan Pengusaha
Tempat Penyimpanan. : . ' :
5 | Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
{NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman
Mengandung Etil Alkshol. :

6 |Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
(NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Eti{ dan Pengusaha Tempat
Penyimpanan.

DIREKTUR JENDERAL,
' ttd.
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

(Y)
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BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1428 H/2007 M
(Peraturan Presiden RI. No. 20 Tahun 2007 t_anggal_ 5 Juni 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan

haji Tahun 1428 H/2007 M perlu ditetapkan Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai besarnya tarif

penerbangan haji per zona; '

bahwa penetapan besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah

Haji musim haji Tahun 1428 H/2007 M merupakan

komponen Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji yang telah

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indone-

siay :

¢. bahwa sehubungan dengan hal-hal tsb pada huruf a dan
huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji Tahun 1428 H/2007 M;

Mengingat: . -

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (BN No. 7137 hal. 1B-78);
Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 (BN No. 6318 hal,
13B-168) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (!N RI
“Tahun 1999 No. 53, TLN RI No. 3832);

2.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: . _ ’
PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI TAHUN 1428 H/2007 M.

. Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:
1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana

yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk -

menunaikan ibadah haji.

. Calon jemaah haji adalah warga negara yang heragama
Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan ibadah haii sesual dengan peraturan
perundang-undangan. .

. Zona I adalah embarkasi Badah Aceh, Medan, Batam, dan
Padang. .

Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, Surabaya, dan

Palembang.

Zona 1II adalah embarkasi Balikpapan, Banjarmasin, dan

Makassar. o

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara

ibadah haji dengan petayanan khusus yang telah

memperoleh ijin Menteri Agama sesuai dengan peraturan
perunidang-undangan.

Pasal 2
(1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007
M, terdiri dari komponen US. Dollar untuk :biaya
penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan
komponen rupiah untuk biaya operasional dalam negeri.
(2)Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007
M, adalah sbb.:
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©a. Zonal
1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab
Saudi adalah sebesar USD 2.822,8
2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp
400.100,00 _ ' :
b. Zonall - ) :
1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab
Saudi adalah sebesar USD 2.925,9 _
2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp
400.100,00
¢. Zona III - B
1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di-Arab
Saudi adalah sebesar USD 3.053,6
2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp
~400,100,00

(3) Biaya penerbangan sebagaimana. dimaksud pada ayat (2}
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ adalah biaya darl embarkasi
pada zona-zona dimaksud ke Jeddah Arab Saudi pergi
pulang.

(4) Bagi jemaah haji yang mendarat di Madinah dibebani biaya
surcharge landing dengan tidak menambah biaya
penerbangan dan diperhitungkan dari biaya komponen
nagobah (angkutan darat) Jeddah ke Madinah, sewa

" akomodasi dan katering di tempat transit/madinatul hujaj,
serta angkutan dari tempat transit/madinatul hujaj ke Alr-
port Jeddah.

(5) Bank Indonesia menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai
dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran
biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

. Pasal 3 .

Biaya ibadah haji bagi jemaah haji yang
diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus adalah
minimal sebesar USD 4.500,00 per orang yang dipergunakan
untuk biaya penerbangan, akomodasi; katering, transportasi
lokal, dan operasional pelayanan oleh Penyelenggara Ibadah

‘Haji Khusus di Arab Saudi serta ditambah biaya dalam rupiah

sebesar Rp 400.000,00 yang dipergunakan untuk biaya
operasional dalam negeri dan asuransi haji.

. : Pasal 4
(1) Calon jemaah haji membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji Tahun 1428 H/2007 M sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mata uang rupiah.
(2)Untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang
diperhitungkan dalam US. Dollar dibayar dalam mata uang
rupiah $esuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku
pada hari dan tanggal pembayaran.

‘ Pasal 5

(1) Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dibayarkan
secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui bank
penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak
dimulai pelunasan tabungan dan pendaftaran haji.

(2) Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dimulai pada
“tanggal 5 Juni 2007 dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2007
atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan.

Pasal 6 ..........

et L



Pasal 6

(1) Calon jemaah haji yang telah membayar Biaya Penyelengaraan

Ibadah Haji yang karena sesuatu hal tidak dapat berangkat
- menunatkan ibadah haji, dikembalikan dengan dikenakan biaya
administrasi sebesar 19% (satu persen).

.(2)Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi calon
jemaah haji yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional
di Arab Saudi dapat dibayarkan dengan US. Dollar atau
dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs transaksi
Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal
pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haiji.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut vang diperlukan bagi
pelaksanaan Peraturan Presiden ini dltetapkan oleh Menterr
Agama.

4B

g Pasal 8.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka
Peraturan Presiden No. 70 Tahun 20Q6 tentang Biava
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/2006 M, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggai
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa masa tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
- periode tahun 2003-2007 akan berakhir pada tanggal 29
Desember 2007; :

b. bahwa sehubungan dengan hal tsb, sesuai ketentuan Pasal
30 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun-2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang

- perfu menetapkan Panitia Seleksi Calon lepman Komisi
Pemberantasan Korupsi;

Mengmgat , h
1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun
1945 (BN No. 7137 hal. 18-7B);
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 (BN No. 6886 hal.
- 1B-10B) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pldana
Korupsi (LN RI Tahun 2002 No. 137, TLN' RI No.'4250);

MEMUT‘USKAN‘ :
Menetapkan: '
PERTAMA:

Membentuk Panitia Selek5| Calon Pimpinan Komisi-

Pemberantasan Korupsi, vang selanjutnya dalam Keputusan
Presiden ini disebut Panitia Seleksi.

KEDUA: ' .
Panitia Seleksi sebagalmana dlmaksud pada Diktum
PERTAMA terdiri dari: ‘

Ketua -1 §dr. Drs. Taufig Effendl, MBA

Wakil Ketua . 5dr. Irjen Pol (Purn) Drs. M H. Ritonga;
‘ : . 5dr..Adi Andoyo, SH; -

Anggota . Sdr. Prof. Dr. Ahmad Syaﬁi Maarif;

. Sdr. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat;
. Sdr. Ir. Frans Alexander Wospakrlk M.Sc;
. Sdr.Felia Salim, SE;
. Sdr.Dr, Renald Kasall Phd; .
. Sdr. Mas Ahmad Santoso SH, LL. M
. Sdr. Nyoman Suwandha, SH;
. Sdr. Dr. Daniel Sparingga;
. Sdr. Muhammad Fajrul Falaakh, SH,MA,M.Sc;
10 Sdr. Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA;
11.5dr. Prof. Dr. Hikmahanto, SH;

W oo N OV UL W N
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Sekretaris
merangkap

Anggota : Sdr I, Gunawan Hadisusilo, MM,

2

KETIGA:

Panitia Seieks: sebagaimana dimaksud dalam diktum
PERTAMA mempunyai tugas:
1. mengumumkan penetimaan dan melakukan pendaftaran
- calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

2. mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan. Komisi
- Pemberantasan Korupsi-untuk mendapatkan tanggapan;
3. menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi;

4. menyampaikan nama calon pimpinan Kom15| Pemberantasan

Korupsi kepada Presiden.

KEEMPAT:
Panitia . Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan
pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KELIMA:

- Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara.

KEENAM:
Masa kerja Panitia Selek5| terhltung sejak
ditetapkannya Keputusan Presiden inj sampai dengan

‘terbentuknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsn

KETUJUH:
Segala biaya yang dlperlukan untuk pe[aksanaan tugas

-Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Bélanja Negara pada
-Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

'KEDELAPAN :

Keputusan Presiden ini mulai ber[aku pada tanggal
ditetapkan.

*Ditetapkan di Jakarta
' pada tanggal 16 Mei 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
"ttd:
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)
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PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDO/VESIA
A/VD THE GO VERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE
‘ ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SEC URITY})
(Undang Undang Republlk Indone5|a Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: :

a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas
‘aktif ‘merupakan salah satu perwujudan. tujuan
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu

. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan Kkesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi,
komunikasi, dan informasi, telah membawa masyarakat
mternasmnal untuk meningkatkan hubungan dalam segala
bidang, yang dikembangkan dengan menjalin persahaba-

tan dan kerjasama antar negara, baik bilateral maupun
multilateral;
bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan
kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan

" Pemerintah Republik Filipina, pada tanggal 27 Agustus 1997
di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan
dan Keamanan (Agreement between the Government
Of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of the Philippines on Coperative Activities in the
Fleld of Defense and Security):

. bahwa berdasarkan pertsmbangan sebagalmana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu mengesahkan
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

_' Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama
* di Bidang Pertahanan dan Keamanan (Agreement between

the Government of thie Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of the Phifippines on Coop-
erative Activities in the Field of Defense and Security)
dengan Undang-Undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-
Undang Dasar Negara Repubthndonesm Tahun 1945 (BN
No. 7137 hal. 1B-78B);

Undang-Undang -Nomor 37 Tahun' 1999 (BN No. 6379
hal. 3B-8B) tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156,
Tambafian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3882);
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (BN No. 6546
hal. 3B-7B) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4012);

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (BN No. 6725 hal.
1B8-108) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168) ;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 {BN No. 6720 hal,

. 1B-7B} tentang. Pertahanan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (BN No. 7201
hal. 1B-118B) tentang Tentara Nasional Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439)

Dengan Persetujuan Bersama'
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan .
PRESIDEN REPUBLIK INDCNESIA

MEMUT_USKAN :

Menetapkan: . ' '
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FILIPINA
TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN
DAN KEAMANAN {AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE
ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY_).' ‘

Pasal1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang
Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan
(Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and-the Government of the Republic of the Phil-
ippines on Cooperative Activities in the Field of Defense and
Security) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Agustus
1997 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan

merupakan- baglan yang tldak terp;sahkan dari Undang-
Undang ini;



Pasal2
diundangkan.

Agar setlap orang mehgetahuinya memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. - :

D|sahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
o ' ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO‘

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
~ © NOMOR 55

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NQMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA
TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC

OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES

.INTHE FIEI.D OF DEFENSE. AND SECI UR’ITY)

IUMUM'

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan dan
keamanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam -

menjamin kelangsungan hidup bernegara. Ketidakmampuan
- mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/
atau dari dalam negeri menyebabkan suatu negara tidak dapat
mempertahankan kedaulatannya. .

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan .

informasi telah meningkatkan intensitas hubungan dan

mterdependen5| antarnegara. Sejalan dengan peningkatan
hubungan tersebut, kerja sama internasional melalui berbagai.

bentuk perjanjian mternqsuonal baik - bilateral maupun multi-
lateral antara lain kerja sama dalam bidang pertahanan dan
keamanan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. -

Peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan

negara memerlukan kerja sama bilateral antarnegara sahabat

yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan,.

persamaan, dan penghormatan penuh atas kedaulatan negara
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Undang- Undang ini mulai berlaku pada tanggal

masmg masmg Berdasarkan pert;mbangan tersebut,
Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama
dengan Pemerintah Republik Filipina dalam bidang pertahanan
dan keamanan melalui persetujuan bersama yang telah
ditandatangani pada tanggal 27. Agustus 1997 yang
pengesahannya dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian
Republik Indonesia (POLRI) tergabung dalam satu lembaga
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, menurut Pasal 30 Undang-Undang Dasar terse-
but, tugas pertahanan dilakukan oleh Tentara Nasional Indo-
nesia (TNI) sedangkan tugas keamanan dilakukan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Karena pada
saat ditandatanganinya Persetujuan antara kedua negara,

Angkatan Bersenjata di Indonesia masih menggabungkan

kekuatan militer dan polisi yang secara administratif
dikoordinasikan oleh Menhankam, maka yang dimaksud dengan
Angkatan Bersenjata di dalam Persetujuan ini meliputi TNI

sebagai pengemban tugas pertahanan dan POLRI sebagai

pengemban tugas keamanan.

Beberapa bag|an penting dalam persetUJuan antara
Pemerintah -
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, antara
lain:-
1. Kerja sama antara kedua badan pertahanan dan keamanan,
meliputi peningkatan di bidang pendidikan, latthan bersama,
operasi di daerah perbatasan, sumber daya manusia, kerja
sama operasi, komunikasi, teknologi pertahanan, dan sistem
dukungan [ogistik.
2. Pembentukan Komite Béersama yang mempunyai tugas
mengkaji dan mengidentifikasi bidang kerja sama, memprakarsai
dan mengusulkan kegiatan bersama, mengoordinasikan,
memantau dan mengendalikan kegiatan yang telah disetujui,

.serta memecahkan permasalahan yang

timbul darl pelaksanaan persetujuan, -
3. Kedua belah pihak melindungi hak milik mdustrl dan’ hak

cipta terhadap penggunaan dan persone[ yang tidak
berwenang. .

4. Perlindungan terhadap informasi rahasia dan peralatan yang
diperoleh dan kerangka persetu]uan kecuali hanya diberikan
melalui salurah resmi atau saluran lain yang telah dlsetUJm oleh
para Ketua Komlte Bersama

IT, PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 dan Pasal 2
Cukup jelas,
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBI_TK INDONESIA
NOMOR 4717

Catatan Redaksi -
- Lampiran tidak diperoleh.

(F)
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KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKT ORRIIL. DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(Instruk5| Presiden Republlk Indonesia No. 6 Tahun 2007 tangga! 8 Juru 2007)

PRESIDEN REPUBLIK INDON ESIA,

Dalam upaya untuk lebih mempercepat
pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha
mikro, kecil dan menengah -guna meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional,.dan sebagai kelanjutan

Investasi, dengan ini menginstruksikan;’

Kepada :
! ‘

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Keuangan;

Menteri Perdagangan; -

Menteri Dalam Negeri; |

Menteri Energi dan Sumber Daya Mlneral

Menteri Perhubungan;

Menteri Hukum dan Hak Asasi ManUSIa, ‘

Menteri Perindustrian;

Menteri Pekerjaan Umum;

10 Menteri Komunikasi dan Informatika;

11.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

12.Menteri Pendidikan Nasional; ‘

13.Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

NPT WNE

14.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

15.Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

16.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

17. Menteri Negara Perumahan Rakyat;

18.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

19,Menteri Sekretaris Negara;

20.Sekretaris Kabinet;

21.Xepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

22.Kepala Badan Pertanahan Nasional;

23.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

24.Para Gubernur;

25.Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam
rangka pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan
Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia.

Business News 7522/13-6-2007

KEDUA : ‘

Dalam mengambil |angkah~langkah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada
program yang meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi
sektor keuangan, percepatan pembangunan
infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan

_ ~menengah sebagaimana tercantum dalam Iamplran
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 (BN No. 7333
hal. 1B-9B) tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim

Instruksi Presiden ini.

KETIGA : L :

a. Menteri - Koordinator  Bidang - Perekonomian

" mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen. -

b. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang |
terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan
Bank Indonesia, Menteri yang terkait agar berkoordinasi
dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEEMPAT :
Menteri Koordlnator Bldang Perekonorman

" 1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan

melaporkan secara berkala kepada Presiden;

2. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas,
susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan
kesekretariatan Tim Pemantau.

KELIMA : :
" Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota memantau
pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas,
fungsi dan kewenangan masingmasing dan menunjuk
seorang pejabat di lingkungan masing-masing untuk
membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATInstruks[
Presiden ini.

_KEENAM :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh
tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tang_gal
dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. :
DR. H. SUSILC BAMBANG YUDHOYONO ‘

LAMPIRAN ..........
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